WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 4% TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BAGI PENYEDIA BARANG/JASA MELEWATI TAHUN ANGGARAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian
Pekerjaan Bagi Penyedia Barang/Jasa Melewati Tahun
Anggaran;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551};

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan ...




10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05 /
2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam
Rangka Penyelesaian pekerjaan yang tidak
Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun
Anggaran sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka
Penyelesaian pekerjaan yang tidak Terselesaikan
Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN BAGI
PENYEDIA BARANG/JASA MELEWATI TAHUN
ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pasuruan.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
anggaran Perangkat Daerah.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

8. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana swakelola.

9. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran
yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

BABII ...



BAB II
MASA KONTRAK

Pasal 2

Pekerjaan dari kontrak tahunan yang telah
dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), harus
selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun
Anggaran Berkenaan.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB III

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN
PEKERJAAN

Pasal 3

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan
akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa
pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa dapat
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya.

Pemberian kesempatan kepada  Penyedia
Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat
dalam perubahan kontrak.

Pemberian = Kesempatan kepada  Penyedia
Barang/Jasa menyelesaikan sisa pekerjaan,
paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, sejak
masa pelaksanaan pekerjaan berakhir.

Pasal 4

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berdasarkan penelitian PPK dengan
pertimbangan teknis dari konsultan pengawas
pekerjaan, penyedia barang/jasa akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah
diberikan kesempatan paling lama 50 (lima
puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa
pelaksanaan pekerjaan;

b. ada ...



(2)

(3)

(4)
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b. ada kesanggupan Penyedia Barang/Jasa untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama S50
(lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya
masa pelaksanaan pekerjaan dengan surat
pernyataan kesanggupan yang ditandatangani
di atas kertas bermaterai; dan

c. berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran
atas penyelesaian pekerjaan dimaksud dapat
dilakukan pada tahun anggaran berikutnya
dengan menggunakan dana yang diperkirakan
dapat dialokasikan dalam DPA tahun anggaran
berikutnya melalui mekanisme perubahan
anggaran.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
memuat:

a. pernyataan  kesanggupan dari penyedia
barang/jasa untuk menyelesaikan sisa
pekerjaan;

b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama
50 (lima puluh) hari kalender sejak
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa
bersedia dikenakan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan; dan

d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak
menuntut denda/bunga apabila terdapat
keterlambatan pembayaran atas penyelesaian
sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran
berikutnya yang diakibatkan oleh
keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas
persetujuan PA memutuskan untuk:

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke
Tahun Anggaran Berikutnya; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan
ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PA dapat melakukan
konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).

Pasal ...



Pasal 5

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke
Tahun Anggaran Berikutnya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap
merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

(2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang  tidak
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

PA bertanggung jawab secara formal dan material atas:

a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa
pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
a dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan
ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau

b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian
sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
b.

BAB V
PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pasal 7
Untuk pekerjaan konstruksi yang belum selesai sampai
dengan akhir tahun anggaran, nilai pekerjaan dibayar

sebesar prestasi yang sudah dilaksanakan dan dicatat
sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

BAB VI ...




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB VI
KETENTUAN PENGANGGARAN

Pasal 8

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke
Tahun  Anggaran Berikutnya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada
DPA Tahun Anggaran Berikutnya sesuai kode
rekening berkenaan.

Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA
Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa
pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang belum
terbayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Dalam hal anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Anggaran berikutnya, PA/KPA mengajukan
usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untuk mengalokasikan
anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan
tersebut.

Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
MEKANISME PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak
berkenaan.

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya
dari DPA Tahun Anggaran Berikutnya;

b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa
pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan ...



(3)

(4)

(5)

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), didalamnya mengatur:

a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;

b. pengenaan denda sanksi keterlambatan kepada
penyedia;

C. perpanjangan masa berlaku jaminan
Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian
sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun
Anggaran berikutnya.

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu
Kontrak berakhir. '

Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan
pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima per
seratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya

kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan
Perubahan Kontrak.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 10

Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan
pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai
berikut:

a.

Pejabat Penandatangan Kontrak melaporkan kepada
Sekretaris Daerah  Kota  Pasuruan  selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah melalui PA
dengan tembusan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kota Pasuruan, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, dan Inspektorat
Kota Pasuruan sebelum berakhirnya Tahun
Anggaran Berjalan dilampiri dengan copy surat
pernyataan  kesanggupan  penyelesaian  sisa
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2);

PA  melakukan klaim pencairan jaminan
pelaksanaan/garansi bank sebesar 5% (lima per
seratus) dari nilai pekerjaan yang tidak selesai pada
Tahun Anggaran Berkenaan yang akan dilanjutkan
pada Tahun Anggaran Berikutnya.

c. Dalam ...



C.

(1)

(3)

(4)

-10 -

Dalam hal pencairan jaminan pelaksanaan/garansi
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan
pelaksanaan/garansi bank sudah berakhir atau
dikarenakan sebab lainya yang dapat diterima oleh
PA, penyedia jasa berkewajiban menyetorkan uang
sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan
yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan
yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran
Berikutnya ke kas Daerah sebagai pengganti klaim
pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank
paling lambat sebelum penandatanganan Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan terakhir.

Pasal 11

Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa
pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai
waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum
dalam surat pernyataan kesanggupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b.

Penyelesaian  sisa  pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa
dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

Dalam hal sampai  berakhirnya  waktu
penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam
surat pernyataan kesanggupan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK dengan
persetujuan PA melaksanakan hal - hal sebagai
berikut:

a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;

b. mengenakan denda maksimum keterlambatan
penyelesaian pekerjaan kepada penyedia
barang/jasa sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa; dan

c. menyampaikan wusulan penetapan sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b disetorkan ke
Kas Negara oleh penyedia barang/jasa.

BABIX ...



=11 -

BAB IX
PEMBAYARAN TAGIHAN

Pasal 12

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang
dilanjutkan ke Tahun  Anggaran  Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dilaksanakan:

a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan
sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa
pekerjaan.

b. dikenakan pajak sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke
KPPN, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal /A Ckéobe— 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHART®@ TENO PRASETYO



« T

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal /2 Okbober— 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BAH

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR <%



